WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan
Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi
Palembang, sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu dicabut;

. bahwa pencabutan Peraturan Walikota perlu ditetapkan

dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan
kepastian hukum;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan
Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi
Palembang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja,
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan ...




Menetapkan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya
Daerah Tingkat II Palembang;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI,
DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGAWAS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Walikota Nomor 7
Tahun 2018 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas
dan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 7).

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tangga] &% Juh 2022
WALIKOTA PALEMBANG,

" HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang B ,
. padajtanggal 22 Juli 2022




